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JUDUL

Judul Peraturan Perundang–undangan memuat keterangan mengenai

jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama

Peraturan Perundang–undangan.

Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan

hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial

maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang–

undangan.

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan 1

(satu) kata:

- Paten; 

- Yayasan.



Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf

kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:   

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 6 TAHUN 2011  

TENTANG  

KEIMIGRASIAN 

Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan

singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG  

ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA (APBN) 



KONSIDERAN

Konsideran diawali dengan kata Menimbang.

Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran

yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan

Perundang–undangan.

Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan

Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan

yuridis.



LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum

yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia

yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

3. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang

akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian

hukum dan rasa keadilan masyarakat.



DASAR HUKUM

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang- undangan; dan

b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang–undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya

Peraturan Perundang–undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan

Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang– undangan

yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam

dasar hukum.

Jika jumlah Peraturan Perundang–undangan yang dijadikan dasar hukum lebih

dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan

Perundang–undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis

berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.



DIKTUM

Diktum terdiri atas:

a. kata Memutuskan;

b. kata Menetapkan; dan

c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.

Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi

di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta

diletakkan di tengah marjin.

Pada Undang-Undang, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa 

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang 

diletakkan di tengah marjin.

Contoh:  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

 dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

MEMUTUSKAN:



Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang

disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf

awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan

tanda baca titik dua.

Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-

undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa

Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN : ….

MENETAPKAN  : UNDANG–UNDANG TENTANG PERIMBANGAN

KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN

DAERAH.
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